GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk menampung dana transfer Bantuan Operasional
Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 48 /PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan dana Desa, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2016.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1957 i{entang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nosior 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);
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14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Menteri keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2009 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 5);

26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 7.233.308.312.747,13
b. Bertambah Rp. 6.671.900.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 7.239.980.212.747,13
2. Belanja
a. Semula Rp. 10.365.191.937.744,40
b. Bertambah Rp. 6.671.900.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp.10.371.863.837.744,40
Defisit setelah perubahan Rp. 3.131.883.624.997,25

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 3.131.883.624.997,25
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 3.131.883.624.997,25

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 3.131.883.624.997,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 terdiri dari Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Daftar penerima
bantuan Hibah yang tercantum pada Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 108
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